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TENTANG

PEMBERIAN IIN PENYELENGGARAAN PENDIDIEAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a bahwa kesempatan menyelengparakan Pendidikan Non  Formal
diberikan kepada masyarakal seluas — luasnya sebagai wajud partisifasi
di bidang pendidikan;

b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisifasinya dalam
menyelenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap
memperhatikan  kebutuhan masyarakat dan  kebutuhan  dunia
usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat permbinnan
don pengembangan melalui pendaftaran  perizinan  penyelengenraan
Pendidikan Non Formal,

c. bahwa schubungan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan
di bidang pendidikan non formal di wilayah Kabupaten Sumedang
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Eabupaten Sumedang fentang Pemberian [jin  Penyvelenggaraan
Pendidikan Mon Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor
78, Tambahan Lembaran Mepara Republik Indonesia nomor 43017,
2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang tentang pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tabun 2009 nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor S038);
3. Undang-umdang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara
{Lembaran Nepara Republik Indonesia tahun 2014 nomor &,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor3494);
4, Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Wegara Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesin Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang nomor 2
tahun 2014 tentang perubahan atas Undang — undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Wegara Republik
Indonesin Tahun 2014 nomor 246, tamboahan lembaran negarn
Republik Indonesia Nomor 5589);
Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 19 tahun 2005
tentnng standar Masional Pendidikan (Lembaran Megarn Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 41, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesin momor 4496) sebagaimana lelah beberapa kali
divbah terakhir denpan Persturan Pemerintah nomor 13 Tahu 2015
tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Masionnl Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia), Peraturan Pemeriniah (PP) Nomor 4 tahon 2022
Tentang Perubnhan Perturan Pemerntoh NMomor 57 tentang Stamdar
Masional Pendidikan;
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9 Peraturan Pemerintsh Hepublik Tndoncsia Momor 47 tahun 2008
tentang Wajib Belajar;

8  Peraturan Pemeritgh Republik Indonesia MNomor 48 tahun 2008
tentang Pendanasn Pendidikan,

0 Parpiuran Pemenntah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelengparasn Pendidikan (Lembarzn
Megara Republik Indonesin Tahun 20010 MWomor 23, Teambahbzn
lentbaran Megara Republik Indonestz Nomor 5105) sebapzimana 1elah
divkah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2000 tentzng
pengelolaan dan  penyenggasaan Pendidikan (Lembaran Mepara
Republik Indonesia whun 2010 nomor 112, tambehzn  lembiaran
Megara nomor 5 137),

10, Perzturan Pemerinigh Rebublik Indonesia Momeor 96 Tahun 20012
tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 23 tahun 2009 tentang
Pelayan Publik (Lembaran Megara Republik Indonesiz tzhun 2012
Aomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia nomor
5357,

11. Peraturan Pemerintal Repbulik Indonesia nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah,

12. Keputusan Presiden Momor 25 fubun 2000 tenlang Kewenangan
Pemerintah Deerah sebagai Dracrah (Monom,

13, Peraturan Menteri Dalam Wegeri nomor 56 Tahun 2010 lentang
perubahan atas Peraturan Menleri Dalam Megen Nomer 37 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknik Penatean Organisasi Peranghkat Daerah;

14. Permendikbud momor 81 tohun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Mon Formal,

15. Peraturan Daerah Momor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pendidiken Daerah Kabupaten Sumedang ;

16. Peraturan Daerm Memor 17 Taluen 2021 Tentzng Urman Tugas
Jehatan Struktural pada Dinas Pendidikan Eabupaten Sumedang

7. Perateran Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Orgpanisest, Tugas, Fungs=i dJdan Tata Eerja

Perapgkat Thacrah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepula Dinags  Pendidikan Kabupaten Sumedang  tentang
Femberian  Ijin Penyelenggaraan  Pendidikan Won  Formal  yang
diselenggarakan Masyarakat,

FERTAMA : Memberi Iin Menvenpgarakan  Pendidikan  Mon  Formal,  wang
diselengaarakan
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Jenis : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, FKecakapan

Pendidikan Hidup, dan Kewirausahaan
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KEDUA = [pn Penyelenpparaan tersehut pads dikium PERTAMA berlaky I ftiga)
Tahun Terhitung mofa lanppeal 08 Okioher 2074 sampai dengan tanygal (3
Cktoher 2027 :

EETIGA oL Wajib Menyelengparokan Pusat Kepiatan Belajar Masyarakat (PEEM)
Pendidikan Non Formal tersehut sehingpa dapat memenghi fungsi
sosial terthadap masyarakat;

2. Waph mentaati peraturan perundang — undanpan vang berlaku dan
undang - undang yang akan ditentukan kemudian.

Waph Mengirim laporan berkala sesuar kentuan

4. Wajib mengajukan ijin baru selambal — lambatnya 30 (tiga puluk) hari

sehelum jin ini berakhir,
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Tembusan, disampaikan kepada ;

1. ¥th Bapak Bupati Sumedang (sehapni laporanj;
2. Yth. Bzpak Sekretaris Duerah Kahupaten Sumedang (sebagai laporan);
3. Yih. Imspekiur Babupaten Sumedang,
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